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BAB III  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil kajian teori, analisis normatif, serta pembahasan 

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 302/Pdt.G/2022/PN Kpg, 

dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis 

hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Hal ini tercermin dari penilaian hakim terhadap tindakan Tergugat I yang 

memutus perjanjian Bangun Guna Serah (BGS) secara sepihak tanpa melalui 

mekanisme pembatalan di pengadilan, yang dinilai bertentangan dengan ketentuan 

Pasal 1266 KUHPerdata mengenai syarat batal dalam perjanjian timbal balik serta 

melanggar asas pacta sunt servanda dan itikad baik sebagaimana diatur dalam 

Pasal 1338 KUHPerdata. Meskipun hubungan hukum para pihak lahir dari suatu 

perjanjian, majelis hakim secara tepat menilai bahwa tindakan pemutusan sepihak 

tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran kontraktual, tetapi juga melanggar 

kewajiban hukum umum dan asas kepatutan, sehingga dapat dikualifikasikan 

sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 

KUHPerdata. Dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum, serta 

pertimbangan hakim yang konsisten dengan asas-asas hukum perdata dan doktrin 

yang menempatkan pemerintah sebagai subjek hukum privat dalam hubungan 

kontraktual, maka dapat dinyatakan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam 

putusan tersebut telah sejalan dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan 
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kemanfaatan hukum, sehingga secara normatif dapat dinilai sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. 

B. Saran 
 

Pemerintah sebagai pihak dalam perjanjian bangun guna serah perlu lebih 

cermat dalam menjalankan kewajiban perjanjian, khususnya ketika ingin 

mengakhiri kerja sama, karena seluruh proses pemutusan seharusnya dilakukan 

melalui mekanisme pengadilan agar tidak menimbulkan tindakan sepihak yang 

berpotensi menjadi perbuatan melawan hukum. Pemerintah juga perlu memahami 

bahwa dalam hubungan kontraktual, kedudukanya setara dengan pihak swasta dan 

tidak dapat menggunakan kewenangan publik untuk mengambil tindakan di luar 

aturan perdata. Di sisi lain, pihak swasta disarankan untuk menyusun perjanjian 

dengan lebih detail, tertutama terkait mekanisme penyelesaian sengketa dan batas 

tindakan sepihak, serta menyimpan dokumen pelaksanaan kerja sama dengan baik 

sebagai bahan pembuktian jika terjadi sengketa. 
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